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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

I Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat perama dalam sidang majelis telah menjafubkan
1 Penetapan perkara Cerai Talak antara;

Mahmud bin H. Arsyad, umur 24 tahun, agama Islam, pekeraan petani,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.001 BW.001
Kelurahan Qi Fo'o Kecamatan Rasanas  Timur
Kaota Bima, sebagai Pemahon;
melawan

Sifi Jubaidah, S.Pd binti H. Salahudin, umur 27 tahun, agama lslam, pekeraan
mengurus rumah tangga, pendidikan 51, tempat kediaman
di RT.009 RW. 002 Desa Dumu Kecamatan Langgudu,
Kabupaten Bima sebagai Termohon;

+ Pengadilan Agama tersebut,
» Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:
= Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termahon di muka sidang;

DUDUK FPERKARA
Bahwa Pemchon dalam surat gugatannya tanggal 18 Okiober 2016
telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Fengadilan Agama Bima dengan Nomer 1537/Pdt. 3/2016/PA.Bm, tanggal 18

Oktober 2016 mengajukan dali-dalil sebgai barikut :

DALAM POSITA:

I. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat cleh Pegawal pencatat Nikah
Kantor Uruzan Agama Kecamatan Langgudu Kaebupaten Bima Kutiparn
Akta Nikah Namor ; 60/10M%12013 tanggal 16 Juni 2013;
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' 1. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termahan berdempat
tingaal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Qi Fo'o Kecamatan
Rasanae Timur Kota Bima selama 4 tahun. Selama pemikahan tersebut
Pemchon dengan Termchon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bemama  Ahmad  Yani (L)
urmur 2 tahun 6 bulan;

j. Bahwa sejak bulan September 2013 antara Pemohon dengan Termohon
terus-menemus terfjadi parselisinan dan pertengkaran dan tidsk ada harapan
akan hidup rukun fagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a, Termohan suka cemburue tanpa alasan yang jelas:
b. Termahon tidak mensyukuri jerih payah pemohon sebagai petani;
c. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon :

4. Bahwa puncak keretaskan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 10 Agustus
2016 yang akibainya Termohon pergi meninggalkan Pernochon |, sejak itu
pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang. Selama itu Termchon sudah tidak memperdulikan Permnchon,
tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

i. Bahwa Pemochon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan aleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan allernatif terakhir bapi Pemohon untuk  menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termmehen,

Berdasarkan alasan‘dalii-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuitkan pulusan yang amamya berbunyi
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DALAM PETITUM :
A, Pimer
1. Mengabulkan permohonan Pemachon,
2. Menyatakan member izin kepada Pemohon (Mahmud bin H. Arsyad )
untuk menjatuhkan talak =atu Raj'i terhadap Temmohon (Siti Jubaidah 5,
Pd hinti H. Salahudin } di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesual Aturan yang berdaku ;
B. Subsidair
Dan { atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
perimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada har dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Temohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Temmnchon
agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga,

Bahwa atas nasehat Majels Hakim, Pemchon dan Termochon
menyatakan akan rukun dan damai dalam membina rumah tangga, aleh karena
itu Pamohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang terdaftar
di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima MNomor 1537/PdtG/2016/FA B,
tanggal 18 Oktober 2016 =ecars lizan di muka sidang;

Bahwa unfuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini memnupakan bagian yang tidak terpisahkan

dar putu=zan ini;
PERTIMBANGAN HUKLUM

Menimbang, bahwa maksud dan twjuan permohonan Pemohon adalah
sepert] diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon mengajukan permahonan
pencabutan gugatannys,

Menimbang, babtwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan
bahwa pencabutan sebelurm Temnchon menyampaikan jawaban tidak peru
perzetujuan Termahon,

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugstan aleh
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Femohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan
tersebut patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut sedangkan perkara ini
telah didafiar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang peru
memerntahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena
parkara ini telah didaflar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal B9 Lindang-Undang Nomaor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Mormor

§0 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemchon dengan
memerntahkan Pemeohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mermperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Momor 1537/Pdl.G/2018/¢
FA.Bm. dan Pemohon
| 2, Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
| dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon uniuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 336.000 - {tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiahy);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada har Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Lutfi Muslih, $.Ag., M.A,
s2bagai  Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadl dan
Muhamad Isna Wahyudi, 5.H.l., M.5.1. masing-masing sebagal Hakim
Anggota, putusan mana pada har itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
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Anggota dan dibanu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon dan Termahon:

2. Muhamad Izna Wahyudi, 5H.1, M.5.L

Panitaera Pengganti,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya Proszes Rp. 50,000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 245.000.-
4, Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 336.000.-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
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